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RINGEASAN

Tuntutan masyarakat era reformasi terhadap pelavanan publik vang ekonomis,
efisien, efektif, transparan, akuntable dan resposil’ semakin besar. Salah satu aspek
yang diukur dalam penilaian kinerja pemeriniah daerah adalab aspek kevangan berupa
anggaran berbasis kinerja. Pengangparan berbasis kinerja merupakan penyusunan
anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendansan dengan keluaran dan
hasil vang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Sistem angparan berbasis kinerja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kineda
organisasi darl program dan kepiatan yang dilaksanakan dan berkaitan erat dengan
visl, misl, lujuan dan sasaran yang dimuat dalam Rension orpanisasi. Penelitian
dilakukan pada Tdinas keschatan Provinsi Sumalers Barat dengan melihal dan
menganplisis bagaimana proses penyusunan anggaran  berbasis kinerja  denpan
penzambilan data dari thun 2006-2008,

Sesuai dengan Pasal 93 avat (1) Permendagri 13/2006 menyebutkan bahwa
“rencana kegratan angparan satuan kerja perangkat dacrah berdasarkan pada indikator
kinerja, capaian atau target kinetja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan
standar pelayanan minimal (merupakan elemen wama dalam pertanggung jawaban
keuwangan daersh). Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar belum memenuhi secara utuh
lahapan tersebut yaitu penyusunan anggaran telah memenuhi indikator kineda inpr
{masukan), owpur (kelnaran) dan owrcome (hasil) dengan target kinerja vang jelas
lerukur. namun dalam penetapan indikator kinerja owtpuet dan outcome pada masing-
masing kegiatan masih banyak yang belum tepat serta dalam penpgalokasian snggaran
belurm secars utub berpedoman kepada Standar Harga dan Standar Biava terlihat pada
anggaran tahun 2006 s:d 2007 sedangkan anggaran tahun 2008 sudah sesuai. Terhadap
pedoman analisis standar belanja dan siandar pelayanan minimal permerintah Provinsi
Sumbar - belum memiliki pedoman tersebut. Sehinpga dalam proses penvusunan
anggaran lahun 2006 s/d 2008 pada Dinas keschatan Provinsi Sumbar juga belum
berpedoman kepada analisis standar belanja dan standar pelayanan minimal. Standar
Felayanan Minimal hanya ada untuk Kabupaten/Kota.

Dalam Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi
Sumbar terdapat beberapa kendala vaitn Sumber Daya Manusia (SIIM) vang belum
memadai dan sering terjadi keterlambatan/perubahan terhadap peraturan'ketetapan
standar penyusunan anggaran oleh pemerinezh daerah, sehinpga penvusunan anggarun
sudah mendekati finis. harus disesuaikan kembali,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah sebagai pengganti
~ndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004
=ntang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penggant
Jndang-undang Nomor 25 tahun 1999 telah membuka peluang yang luas bagl dasrah
ontuk mengembangkan  dan membangun  daerahnya sesyal dengan kebutuhan dan
orontasnya masing-masing. Dengan diberakukannya kedua Undang-Undang ini membaws
“onsexuensi bagi daerah dalam bentuk pertangoung jawaban  atas pengslokasian dane
v=ng dimiliki dengan cara yang efisien dan efektf,

Hal ini didukung dengan lahimya tioa paket perundang-undangan yaitu Undang-
Undang Mo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Uncdang No 1 Tahun 2004
=niang Perbendaharaan Megara dan Undang-Undang Mo 15 Tabun 2004 tentang
Femeriksazn Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kevangan Megara, telah membuat
c=ubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan,
=rutama lerhadap perencanaan dan anggaran pemerintah daerah, yang diperkuat dengan
iznirnya PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Mo
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirubah lagi
dengan Permendagn No. 59 Tahun 2007,

Sejalan dengan tuntutan reformast untuk menciptakan tata pemerintahan vang baik

San bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, akan tercapai apahila pelaksana



semenn@han menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan taat azas
vaitu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. Dalam Undang-Undang Womor 17
Tzhun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan
HAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} selaku pengguna anggaran menyusun
encana kerja dan anggaran yang akan dicapai berdasarkan hasil prestasi kerja. Dalam
membangun suaty sistern penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja
cengan anggaran tabunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia
Zengan hasil yang diharapkan . Sistem anggaran seperti ini disebut juga dengan sistem
znggaran berbasis kinerja [ Pedormance Based Budget).

Melati (2005) dalam tulisannya “Mekanisme Penyusunan Anggaran of Kota Padang
Sziam Rangka Penmingkatan  Kinerla  Pemerintahan  (Transpormasi  Sistem Anggaran
Tredisional ke Sistem Anggaran Berbasis Kinerya)”dan hasil peneliiannya mengungkapkan
s=nwa Pemerintahan Kota Padang mulai melaksanakan penyesuaian anggaran dengan
=stz2m anggaran berbasis kinerja sejak bulan Januarl 2003, secara sistem penganggaran
“emerintah Kota Padang telah melaksanakan sesunl dengan Kepmendagri No. 29 Tahun
2002, namun dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara konsisten. Selain ity
“e=merintah Kota Padang dalam penerapan anggaran berbasis kinerja telah didukung
Zengan prosedur tetep dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja, adanya kewenangan
Zz=rgh untuk mengatur dan menyusun keuangan daerahnya sendii. Mamun dalam
censrapan sistem anggaran berbasis kKinerja ini ditemui beberapa kendala diantaranya
e=terbatazan sumber daya manusia, serta belum didukung dengan sarana dan prasarans

y=ng memadai.



rusmanidar (2005) dalam  pernelitiannya " Anafisis Proses Pemyusunan oo
~Toementast Anggaran Berbasis Kinega Dalam Otonomi Dacrah (pads Dinas Kesohatan
“oiE Sawahiunta)” mengungkapkan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kirerja
“i= Sawahlunto sudah mengikuti tahap-tahap sebagaimana yang dijelaskan dalam
f=omendagri Mo, 29 Tahun 2002, ramuen dalam  pelaksangannya masih memiliki
r==manan-kelemahan antara lain belum menyediakan standar analisis belanja yang
Zoutuhkan dalam penyusunzn anggaran berbasis kinera.

Penganggaran dengan sistem anggaran berbasis kinera ini lebih berfokus pada
=iziensl penyelenggaraan suatu aktivitas dengan tujusn 2pa yang ingin dicapai dari
o= sksanaan aktivitas tersebut. Sistern ini menaidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan
“ezl, serta dapat menjelasken bageimana keterkaitan tersebut dapat terdadi vang
merupakan kunci pengelolaan program dan kegiatan secara efektif dan keterkaitan antars
uput dan outcome untuk menentukan efekiivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan
k=giatan.

Tuntutan masyarakat era reformas terhadap pelayanan publix vang ekonomis,
=fizien, efektif, transparan, akuntable dan resposif semakin besar, Keleluasaan PENgguUnaam
=Zna-dana telah meningkat cukup signifikan dan harus mendapat pengelolzan yang baik,
meizlui peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah wajar bila dituntut adanyz
=ormasi pengelolazn keuangan daerah dan diperiukan pemahaman vang komprehens it
mengenal pengelolaan kevangan yang berdasarkan prinsip Good Governznce. (Melal
2005)

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinsrdz pemerintzh daersh adalah

==pek keuangan berupa angoaran berbasis kinerja, Untuk melakukan suaty pengukuran



wnera perlu ditetapkan indikstor-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan

7out) dapat berupa dana, sumber daya manusiz dan metode kerja. Agar inpul dapat
~nformasikan dengan akurat dalam suatu angoaran, maks perlu dilakukan penilaian
“rhadap kewajarannya input dengan keluaran (owdma) yang dibasilkan. Kewajaran ini
Snizi dengan standar, Analisa Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban
v=rjz can biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan,

Cengan lahirmya Kepmendagri No, 29 Tahun 2002 maka seluruh dasrah di Indonesia
ermasuk Provinsi Sumatera  Barat harus  menerapkan  anggaran  berbasis kinera
oedformance-based budgeting).  Hal ini dimaksudkan  untuk  mempercepat  proses
sermbangunan. Sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Sejalan dengan hal itu, salah satu tujuan pembangunan  Pemerintgh Provins
sumatera Baral dalam pericde 2006-2010 adalzh meningkatkan kesshatan masyarzkat
-zda Tahun 2008 kesehatan yang ingin dicepai adalah meningkatnva pengelciaan
o=nyelenggaraan pembangunan kesehatan melalu perbaikan pelayanan kesehatan yang
c=rmuty dan terangkau unluk dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
ootimal di wilayah Sumatera Barat,

Sasaran program Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yaitu tercapainya derajat
«=sehatan masyarakat melalui upaya peningkatan zkses masyarakat terhadap pelayvanan
vzsehatan. Capaian dari sasaran tersebut diharapkan dapat membangun manusia yang
cerkualitas seperti yang  dismanatkan dalam agenda Kedua Priortes  Pembangunan
=:matera Barat Tahun 2006-2010.

Dari harapan yang ingin dicapai tersebul, dalam kenyatzannya terhadap penerapzn

=nggaran berbasis kinerja ini masih menghadepi banyak masalab, terutama pada proses



BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Proses Penyusunan Anggaran Berbasis

Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat ciambil kesimpulan s=bagai

berikut

1. Proses penyusunan anggaran berbasis Kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat belum memenuhi secara utuh tzhapan-tshapan sebagaimana yang dijelaskan
pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Pasal 93 ayat (1),(2),(3), (4), (5) dan
(B). yang menyatakan bahwa "Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja yang
meliputi indikator Kinera [inoutowiout dan owfcoma), capaian atau target kinena,
anzlisis standar belanja, standar harga satuan dan standar pelayanan minimal,

2. Dalzm penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
tzlah memenuhi indikator kinerja yang merupakan bagian dari elemen utama anggaran
berbasis kinerja. Hal ini ditunjukan dari pada setiap kegiatan telab memiliki indikator
kinerja #rpot {masukan), owfout (keluaran) dan aufcome (hasil) dengan target kinerja
yang terukur, namun dalam penetapan indikator kinerja outoot dan owtcorme pada
masing-masing kegiatan masih banyak yang belum fepat serta dalam pengalokasian
anggaran tahun 2006-2007 belum secara utieh barpedaman kepada Standar Harga dan
Standar Biaya sedangkan untuk Tahun 2008 sudah mengacu kepada Standar Haroa
Satuan dan Standar Biaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar dalam melakokan penyusunan anggaran berbasis
kinerja belum mengacu kepadz Analisis Standar Belanja, yang merupakan pedoman

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Analisis Standar Belanja merupakan
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b. Peraturan yang selalu berubah,
sering terjadinga perubaban terhadap standar yang dikeluarkan oleh pemerintah
Provinsi Sumbar seperti sering berubahnya Peraturan Gubernur tentang penetapan
standar  biaya/belanja  yang terjadi beberapa  kah  perubahan, sedangkan
penyusunan znggaran sudah mendekati finis, sehingga angogaran yang sudah

disusun harus disesugikan kembali.

5.2 Saran Penelitian
Darl kesimpulan diatas, rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalzh

s=bagai berikut

1. [hnas Kesehatan Provinsi Sumaterz Barat perfu melakukan peningkatan kuslitas Sumber
Daya Menusia (SDM) dalam penyusunan anggaran untuk penerapan anggaran berbasis
kinerja,

2. Dalam hal penetapkan peraturan {standar aya), Pemerintsh Provinsi Sumbar
memperkirekan kebutehan kapan standar harus dikeluarkan dan sebaiknya ditetapkan
sebelum proses penyusunan anggaran dilakukan dan tidak melakukan beberapa kali

rubahan terhadap standar, sehingga penyusunan anggaran skan sesuai dengan

dar dan jadwal yang ditetzpkan.

larm  rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, Pemerintah Provinsi
umatera Barat perlu menyusun Standar Analisis Belanjz yang merupakan pedoman
dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja  sshagaimana vang  ditetapkan

Permendari Nomeor 13 tahun 2006,
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